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Abstract, The purpose of this study is to explore and understand the various rules of Islamic jurisprudence related
to divorce, and how to apply these rules in problems related to divorce. This study uses a library research
approach. The results of the study indicate that divorce should be imposed based on valid reasons and lead to the
need to separate. Imposing divorce without a clear reason can result in sin for the husband. In addition, the valid
requirements for divorce are that the husband who makes it must be mature and of sound mind, so that he can be
responsible for the decision. This study examines four main rules of Islamic jurisprudence related to the law of
divorce in Islam, namely: first, divorce cannot be separated and falls according to the number mentioned, second,
the place where the divorce falls is where the marriage bond occurs, third, the law of divorce follows the nature
that is coupled with the number so that the number of divorces is in accordance with what is mentioned, and
fourth, even though divorce is said to be related to the past, the law of its fall still applies when the words are
pronounced as well as examples and exceptions. This study uses a literature study method with analysis of the
Qur'an, Hadith, and the opinions of classical and contemporary scholars. The results of the study confirm that
these rules are very important in determining the validity, time of divorce, and its legal implications, thus providing
legal certainty for married couples in Islamic households. The purpose of this study is to explore and understand
the various Islamic jurisprudence rules related to divorce, as well as how to apply these rules in problems related
to divorce. This study also aims to analyze the relevance and legal implications of these rules in the practice of
Islamic family law, in order to provide a comprehensive understanding and legal certainty for Muslims in living
their household life.
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Abstrak, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai kaidah fikih yang
berkaitan dengan talak, serta bagaimana penerapan kaidah-kaidah tersebut dalam permasalahan yang terkait
dengan perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan /library research (kajian kepustakaan). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa talak seharusnya dijatuhkan berdasarkan alasan yang sah dan mengarah pada
kebutuhan untuk berpisah. Menjatuhkan talak tanpa alasan yang jelas dapat berdampak pada dosa bagi suami.
Selain itu, syarat sah talak adalah bahwa suami yang menjatuhkannya harus telah baligh dan berakal sehat,
sehingga dapat bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Penelitian ini mengkaji empat kaidah fikih utama
terkait hukum talak dalam Islam, yaitu: pertama, talak tidak dapat dipisah-pisah dan jatuh sesuai dengan bilangan
yang disebut, kedua tempat jatuhnya talak adalah di tempat terjadinya ikatan pernikahan, ketiga hukum talak
mengikuti sifat yang digandengkan dengan bilangan sehingga jumlah talak sesuai dengan yang disebut, dan
keempat meskipun talak disebut terkait masa lalu, hukum jatuhnya tetap berlaku saat lafaz diucapkan serta contoh
dan pengecualian. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan analisis Al-Qur’an, Hadis, serta pendapat
ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menegaskan bahwa kaidah-kaidah ini sangat penting dalam
menentukan validitas, waktu jatuhnya talak, dan implikasi hukumnya, sehingga memberikan kepastian hukum
bagi pasangan suami istri dalam rumah tangga Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan
memahami berbagai kaidah fikih yang berkaitan dengan talak, serta bagaimana penerapan kaidah-kaidah tersebut
dalam permasalahan yang terkait dengan perceraian. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis relevansi
dan implikasi hukum dari kaidah-kaidah tersebut dalam praktik hukum keluarga Islam, guna memberikan
pemahaman yang komprehensif dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
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Kaidah yang Berkaitan dengan Talak

Talak merupakan terputusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, sedangkan
menurut Imam Syafi’i, talak adalah pelepasan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami
dengan lafaz yang sah secara syar’i, baik secara tegas (sarih) maupun sindiran (kinayah) yang
disertai dengan niat. Imam As-Suyuthi menyebutkan bahwa talak adalah tindakan suami
melepaskan istrinya dari ikatan pernikahan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, dan
sah dilakukan dalam keadaan serius maupun bercanda, selama syarat-syaratnya terpenuhi.

Imam As-Suyuthi menyebutkan bahwa talak adalah tindakan suami melepaskan istrinya
dari ikatan pernikahan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, dan sah dilakukan dalam
keadaan serius maupun bercanda, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Sementara itu, Wahbah
az-Zuhaili menjelaskan bahwa talak adalah penghentian hubungan pernikahan secara syar’i
oleh suami atau wakilnya dengan menggunakan lafaz tertentu yang menunjukkan maksud
tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit, dan jika menggunakan lafaz kinayah harus
disertai dengan niat. dalam kitab fathul qarib dijelaskan talak menurut bahasa melepaskan tali
sedangkan menurut syara’ nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan. Dari ketiga definisi
tersebut, dapat disimpulkan bahwa talak merupakan pemutusan hubungan pernikahan yang
dilakukan oleh suami dengan syarat dan cara tertentu yang ditentukan oleh syariat Islam.

Keabsahan talak tidak hanya bergantung pada bentuk lafaznya, tetapi juga pada niat dan
kondisi orang yang menjatuhkannya. Para ulama menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam
menjatuhkan talak, karena meskipun dibolehkan dalam kondisi tertentu, talak tetap bukan
tindakan yang disukai oleh agama jika dilakukan tanpa alasan yang sah.

Istilah talak dalam konteks hukum Islam umumnya digunakan sebagai istilah standar
untuk menggambarkan peristiwa perceraian. Namun demikian, dalam bahasa Indonesia, makna
kata Talak tampaknya lebih terbatas dibandingkan dengan pengertiannya dalam literatur fikih
(Thalag). Dalam bahasa Indonesia, talak merujuk secara spesifik pada perceraian antara suami
dan istri, tanpa memuat keragaman bentuk pemutusan hubungan pernikahan sebagaimana
dikenal dalam hukum Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), talak diartikan sebagai pernyataan
cerai yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam rangka mengakhiri hubungan pernikahan.

Padahal, dalam kajian fikih, thalag memiliki cakupan lebih luas dan terikat pada syarat
serta rukun tertentu. Dalam konteks ini, akan muncul konsekuensi hukum terhadap seseorang
yang menjatuhkan talak tanpa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
Misalnya, apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dikenal sebagai istri
yang taat dan menjalankan kewajiban agamanya dengan baik, maka tindakan tersebut dinilai

tidak dibenarkan. Talak semacam ini dipandang sebagai bentuk kezhaliman, dan suami tersebut
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dianggap berdosa karena menceraikan tanpa alasan yang dibenarkan serta sengaja menyulitkan
istri yang tidak bersalah.

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas secara ringkas beberapa kaidah fikih yang
berkaitan dengan talak, termasuk di dalamnya mengenai hukum asal talak, syarat-syarat
keabsahan talak, serta pihak yang berwenang menjatuhkan talak menurut perspektif hukum

Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) sebagai
pendekatan utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena
fokus kajian berada pada konsep-konsep normatif dalam hukum Islam, khususnya terkait
dengan kaidah-kaidah fikih mengenai talak. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk
menggali pemikiran hukum para ulama, baik klasik maupun kontemporer, yang tertuang dalam
literatur-literatur ilmiah.

Data yang dikumpulkan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi
dari berbagai pendapat berbagai mazhab, Al-Qur’an, hadis-hadis yang sahih, Sementara itu,
sumber sekunder mencakup buku-buku referensi kontemporer, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi,
serta peraturan perundang- undangan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini
meliputi:

1. Inventarisasi dan seleksi literatur, dengan menelusuri berbagai pustaka yang relevan
terhadap tema talak dan kaidah fikih.

2. Analisis isi (content analysis), yakni dengan menelaah kandungan teks dari sumber-
sumber tersebut untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum serta dalil-dalil syar’i
yang mendasarinya.

3. Interpretasi normatif, yaitu menafsirkan dan memahami makna serta implikasi hukum
dari masing-masing kaidah, baik secara teoritis maupun dalam praktik peradilan Islam
kontemporer.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan tidak hanya mendeskripsikan kaidah-
kaidah yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi relevansi dan aplikasinya terhadap realitas
hukum keluarga Islam masa kini. Selain itu, penelitian ini mencoba membangun jembatan
antara teori fikih yang bersifat ideal dan praktik sosial-hukum yang bersifat empiris, demi
menghasilkan pemahaman hukum talak yang adil dan solutif.
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3. PEMBAHASAN
Pengertian dan Dalil Kaidah-kaidah tentang talak
Kaidah Pertama:
a3 2 Yookl
Artinya: “Talak Tidak Dapat Dipisah-Pisahkan. ”

Kaidah ini menegaskan bahwa talak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-
bagi. Artinya, jika seorang suami menjatuhkan talak, maka talak tersebut berlaku secara utuh
dan tidak dapat dibagi menjadi sebagian. Talak merupakan suatu tindakan hukum yang harus
dijatuhkan secara utuh dan tidak boleh dilakukan secara parsial atau sebagian-bagian. Talak
bukanlah sesuatu yang bisa dibagi, dikurangi, atau dilakukan secara sebagian karena
bertentangan dengan sifat hukum talak yang bersifat definitif dan menyeluruh.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prinsip ini juga diperkuat oleh ketentuan
bahwa talak hanya sah setelah diputuskan oleh pengadilan agama.

Dasar Hukum dan Dalil terkait Kaidah ini:

2 58 G 1 A0 o 280 803 W 5 il Fu 58 1 i s Al (Ji%a (5UaEAS O Y1) i a el VT

AT A B8 0 3 AN A DA Al 4y i) g aglle #UA DB U 3504 L sNadla 4 3504 B (4

&y saldall 2 ol s
Artinya: “Talak itu dua kali, kemudian (suami) boleh menahan dengan cara yang baik atau
melepaskan (dengan cara yang baik). Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kedua suami isteri takut tidak dapat
menjalankan batas-batas Allah. Jika kamu takut tidak dapat menjalankan batas-batas Allah,
maka tidak ada dosa atas keduanya dalam hal itu, yaitu apa yang diberikan untuk menebus.
Itulah batas-batas Allah, janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar batas-batas
Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Bagarah: 229).

Avyat ini menunjukkan bilangan talak yang pasti dan eksplisit, menandakan bahwa talak
harus dijatuhkan dengan jelas dan utuh, bukan secara terpecah atau ambigu. Dalam Hadis
Rasulullah SAW bersabda:

B33 e Gade BB L33 (53 (& A
Artinya: “Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius, dan bercandanya dianggap serius:
nikah, talak, dan rujuk.” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menegaskan bahwa talak harus diucapkan secara serius dan tegas, tidak boleh
main-main atau ambigu. Sedangkan Pendapat Mayoritas ulama dari keempat mazhab sepakat
bahwa talak harus diucapkan secara utuh dan jelas. Beberapa ulama klasik dan kontemporer

berpendapat:
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Ibnu Qudamah al-Maqdisi:

“Apabila seseorang mengatakan: ‘Aku menceraikan kamu setengah talak’, maka tidak
terjadi talak karena talak adalah suatu hukum yang tidak dapat dibagi-bagi. ”

Imam al-Nawawi menegaskan dalam Al-Majmu .

“Talak harus diucapkan dengan lafaz yang jelas, tegas, dan utuh. Lafaz yang terpecah-
pecak atau tidak lengkap tidak berlaku sebagai talak.”

Wahbah al-Zuhaili:

“Talak adalah tindakan hukum yang bersifat definitif. Oleh karena itu, tidak
diperkenankan menjatuhkan talak secara separuh atau sebagian, sebab ini bertentangan
dengan prinsip kepastian hukum.”

Sementara itu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan bahwa talak harus
memiliki kejelasan lafaz dan maksud, jika tidak maka talak tidak sah. Secara Filosofis Kaidah
ini berfungsi menjaga kepastian hukum (legal certainty) dalam perceraian. Karena talak
berdampak besar terhadap status sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga, maka kejelasan dan
ketegasan lafaz talak sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kerancuan hukum.

Kaidah ini mencegaha Kerugian dan Fitnah, dengan menjadikan talak sebagai sesuatu
yang tidak bisa dipisah-pisah, kaidah ini mencegah penyalahgunaan lafaz talak yang tidak jelas
yang dapat menyebabkan kerugian pada istri atau keluarganya. Talak haruslah diucapkan
dengan sungguh-sungguh, bukan sebagai bentuk main-main atau candaan, karena perceraian
membawa konsekuensi hukum dan sosial yang serius.

Talak yang diucapkan dengan lafaz yang tidak jelas (Ambigu), misalnya “Aku
menceraikanmu sedikit” atau “Setengah talak”, tidak akan berlaku sebagai talak.
lafaz sebagai syarat sah talak harus diucapkan secara lengkap dan utuh agar memiliki kekuatan
hukum. Kaidah ini melindungi istri dari manipulasi suami yang mungkin berusaha
menjatuhkan talak secara parsial untuk merugikan atau mempermainkan istri. Kaidah \JkJ\3

Y nasalejek tutnunem gnay malsI mukuh malad latnemadnuf pisnirp nakapurem 33 2
ketegasan, dan keutuhan dalam lafaz talak. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum
dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian.

Asal Kaidah \JbJié JI s hadiak nakapurem i3 sistinbatiyyah (hasil istinbat/analisis
ulama fikih), bukan berasal dari nash langsung (Al-Qur’an atau hadis secara eksplisit),
melainkan disarikan dari pemahaman terhadap hukum talak dalam Islam yang dibahas dalam
kitab-kitab figih klasik.

Kaidah ini menunjukkan bahwa jika seseorang menjatuhkan talak, maka seluruh isi

ucapan talaknya berlaku utuh dan tidak bisa dipilah-pilah kecuali ada dalil atau niat yang
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memperjelas. Kaidah ini dibahas dalam konteks talak tiga sekaligus, dan menjadi perdebatan
antara ulama yang menganggap talak tiga dalam satu majelis sebagai:

1. Tiga talak yang sah (jJumhur/mayoritas ulama)

2. Satu talak saja (Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan sebagian ulama.

Kaidah ini muncul dari praktik figih talak dalam madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali,
yang menetapkan bahwa apabila suami mengucapkan “aku talak kamu tiga kali” dalam satu
majelis, maka jatuh tiga talak sekaligus tanpa dapat dipilah satu per satu. Sebagian ulama
seperti Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dan menganggap itu hanya jatuh satu talak.

Contoh Kaidah ini seorang suami mengatakan, “Aku talak kamu setengah” atau “Aku
talak kamu seperempat” maka ucapan tersebut tidak sah sebagai talak. Kaidah ini memastikan
bahwa talak harus bersifat penuh (35) dan tidak terbagi.

Pendapat ini didukung oleh mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah yang menyatakan bahwa
hukum talak itu tidak menerima peniadaan sebagian, sebagaimana hukum-hukum syar’i
lainnya yang bersifat takabbuli. Dalam praktik peradilan, permohonan cerai tidak dapat
diajukan dengan intensi sebagian atau sementara, karena bertentangan dengan ketentuan
hukum yang mensyaratkan keputusan talak bersifat pasti.

Pengecualian kaidah ini muncul dalam konteks redaksi atau maksud ucapan. Misalnya,
jika suami mengatakan: “Aku talak kamu sekarang satu, nanti dua, lalu tiga”, dan setiap talak
dilakukan pada waktu berbeda, sebagian ulama menghitungnya sebagai tiga talak terpisah,
bukan sebagai satu yang utuh.

Dalam mazhab Hanafiyah, jika suami berkata, “Aku talak kamu setengah”, maka yang
dianggap sah adalah satu talak saja, karena tidak sah menjatuhkan sebagian talak, tapi redaksi
ini tetap dihukumi menurut maksud dan niat. Pemisahan ini bersifat administratif, bukan secara
substantif dalam hukum syariat.

Kaidah kedua:

JaerlS Wy 34 84S 2L

Artinya: "Objek dari talak adalah hanya pada keadaan di mana masih terdapat ikatan
pernikahan (akad nikah) yang sah antara suami dan istri."

Kaidah ini menjadi penegasan penting bahwa syarat sah terjadinya talak adalah adanya

pernikahan yang sah. Talak tidak bisa dijatuhkan di luar konteks hubungan pernikahan. Hal ini

menjadi dasar penting dalam perlindungan hukum istri, serta penertiban status hukum

pernikahan dalam fikih maupun hukum positif.

2 | MANDUB - VOLUME. 3 NOMOR. 3 SEPTEMBER 2025



e-ISSN: 2988-2273; p-ISSN: 2988-2281, Hal. 01-15

Dalil Kaidah dalam Al-Qur’an:
L aeldl gl 1y p iy
Artinya:"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri (kamu)..."(QS. At Thalaq: 1).
Ayat ini menunjukkan bahwa objek talak adalah "&Wdl" (istri), bukan wanita secara
umum. Dalil Kaidah dalam Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:
IS JE G Y
Artinya: "Tidak ada talak sebelum adanya pernikahan." (HR. Abu Dawud, no. 2196).
Hadis ini menjadi fondasi utama bahwa talak tidak sah sebelum terjadi akad nikah.
Berbagai tanggapan Ulama terkait Kaidah ini seperti:

Imam Nawawi:

“Talak tidak sah kecuali terhadap wanita yang sedang dalam ikatan nikah. Jika
akadnya belum terjadi atau sudah berakhir, maka talak tersebut batal.”

Ibnu Qudamah:

“Jika seseorang menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya, maka tidak
berlaku, karena tidak ada tempat hukum yang sah untuk menjatuhkan talak tersebut.”

Wahbah az-Zuhaili:

“Talak hanya sah dijatuhkan terhadap perempuan yang masih berada dalam
kekuasaan akad nikah. Apabila ikatan tersebut telah terputus, maka tidak sah dijatuhkan
talak.”

Imam Syirazi:

“Talak yang dijatuhkan kepada perempuan yang tidak berada dalam ikatan nikah tidak
membawa pengaruh hukum.”

Talak Tidak Berlaku Jika Tanpa Akad Jika seorang pria mengatakan: “Aku
menceraikan si Fulanah,” padahal belum menikahinya, maka tidak terjadi apa pun dari sisi
hukum Islam. Talak Tidak Berlaku atas Mantan Istri Seorang laki-laki tidak dapat menjatuhkan
talak lagi kepada mantan istrinya yang telah berakhir masa iddah, karena tidak ada lagi ikatan
pernikahan. Talak atas Wanita Wafat Tidak Sah Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah
meninggal tidak sah, sebab hubungan pernikahan telah terputus secara otomatis karena
kematian. Talak tidak berlaku juga kepada Wanita yang belum pernah dinikahi, Mantan istri
yang masa iddah-nya telah berakhir, Wanita yang telah ditalak tiga kali (talak bain kubra) dan
Wanita yang telah meninggal dunia.

Dalam kaidah fikih, disebutkan pula:

e S 3 le Vgd 2 Y UL

Artinya: "Talak tidak terjadi kecuali atas pernikahan yang sah."
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Diale s galadaece Naly i 1

Artinya: "Jika suatu lafaz hukum dilepaskan dari tempat (subjek)nya, maka tidak
berdampak apa-apa."

Kaidah ini memperkuat bahwa lafaz talak tidak dapat berdiri sendiri tanpa subjek yang
sesuai (yakni istri sah). Kaidah kedua ini menegaskan bahwa talak hanya sah dan memiliki
akibat hukum apabila dijatuhkan kepada perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan yang
sah. Jika seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada perempuan yang bukan istrinya baik
karena belum menikah atau telah bercerai secara sah maka talaknya dianggap tidak sah secara
syar‘i. Hal ini sangat penting dalam menjaga keabsahan prosedur dan status hukum dari
perceraian dalam perspektif Islam maupun hukum negara.

Pandangan Hukum Kontemporer dan Yuridis Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 117 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi antara suami istri yang terikat dalam
pernikahan sah, dan dilakukan melalui putusan pengadilan. Dalam sistem peradilan agama di
Indonesia, gugatan talak dari suami tidak dapat diterima apabila:

1. Tidak terbukti adanya pernikahan sah.
2. Perempuan sudah dalam status janda setelah talak ba'in atau meninggal dunia.

Kaidah ini tidak berasal dari ayat atau hadis secara langsung, tetapi ditemukan dalam
pembahasan para ulama dalam bab talag (perceraian) pada kitab-kitab figih klasik. la
digunakan untuk menjelaskan bahwa jika tidak ada hubungan nikah yang sah, maka talak tidak
berlaku dan tidak berdampak hukum.

Contoh kaidah ini apabila talak yang dijatuhkan terhadap wanita yang telah habis masa
iddah ba'in atau wanita yang belum sah menjadi istri, misal belum akad atau dalam masa
khitbah), tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun. Dalam hukum positif di Indonesia, talak
hanya sah jika masih dalam status pernikahan tercatat. Jika tidak, hakim akan menyatakan
permohonan gugur. Kaidah ini juga berlaku terhadap talak yang dijatuhkan setelah kematian
istri, karena hubungan pernikahan telah selesai secara syar’i.

Sedangkan pengecualian kaidah ini Jika talak dijatuhkan kepada istri yang telah ditalak
ba’in namun masih dalam masa iddah, talak baru tidak berlaku, tapi suami masih memiliki hak
untuk menikahi kembali dengan akad baru. Dalam kasus pernikahan fasid (batal), sebagian
ulama membolehkan suami menjatuhkan talak meskipun akadnya tidak sah, sebagai bentuk
kehormatan kepada perempuan dan mempercepat pemisahan hubungan. Penerapan ini muncul

dalam konteks menjaga kehormatan perempuan dan ketertiban sosial.
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Kaidah ketiga
CO ISECINTS PO I SUOSS EYURY DU JPRE YR

Artinya: “Apabila suatu sifat (deskripsi) digandengkan dengan bilangan (jumlah), maka
kejadiannya (hukum) berlaku sesuai dengan bilangan yang disebut. ”

Dalam konteks talak, kaidah ini menjelaskan bahwa jika seorang suami menjatuhkan
talak disertai dengan jumlah (bilangan), maka hukum yang terjadi adalah jatuhnya talak sesuai
dengan bilangan yang disebut, bukan hanya satu talak saja.

Dalil kaidah ini:
58 Il Gty B 15 3 ca e S

Artinya: “Talak itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan baik atau menceraikan
dengan baik...” (Q. S Al-Bagarah: 229).

Ayat ini menunjukkan bahwa talak terjadi dalam hitungan (jumlah). Maka penyebutan
bilangan dalam talak dianggap sah dan berkonsekuensi hukum. Ulama Mazhab Maliki, Syafi’i,
Hanbali Menyatakan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus jatuh tiga secara sah dan tidak
bisa dirujuk, berdasarkan pemahaman bahwa bilangan mengikat efek hukum.

Sedangkan Sebagian ulama Hanafiyah menyepakati keabsahan talak tiga sekaligus,
meskipun menyatakan bahwa hukumnya makruh, karena bertentangan dengan praktik Nabi
Muhammad SAW yang menyuruh talak dilakukan satu per satu. Sedangkan Pendapat
Minoritas (Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim) mengatakan Talak tiga sekaligus dianggap hanya jatuh
satu talak, dengan alasan bahwa talak tiga yang dijatuhkan dalam satu waktu adalah bid'ah dan
tidak sesuai dengan praktik Rasulullah SAW.

Kaidah ini berasal dari karya-karya ulama fikih klasik yang membahas lafaz-lafaz
hukum, khususnya dalam bab thalaq (perceraian), dan dikategorikan sebagai kaidah fikih
istinbatiyyah, yakni hasil analisis terhadap dalil dan realitas hukum.

Kaidah ini dipakai dalam kasus-kasus seperti:
1. Suami berkata, “Engkau aku talak tiga kali bain.” Maka seluruh talak dianggap jatuh
sebagai talak tiga yang bain, karena jumlah (tiga) dikaitkan dengan sifat (bain).
2. Jika sifat itu hanya berlaku untuk sebagian dari jumlah, maka perlu ada garinah (indikasi
lain), jika tidak, maka sifat berlaku untuk semua jumlah.

Contoh dari kaidah ini apabibila seorang suami berkata: “Aku ceraikan kamu tiga kali”,
maka menurut kaidah ini, talak tiga jatuh sekaligus, dan istri menjadi talak ba’in kubra, tanpa
hak rujuk kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain secara sah dan berhubungan. Ulama

seperti Imam Malik dan Imam Ahmad mendukung jatuhnya tiga talak sekaligus dalam kalimat
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tersebut. Namun dalam yurisprudensi kontemporer, seperti di peradilan agama Indonesia,
biasanya dianggap sebagai satu talak, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 119.

Adapun pengecualian kaidah ini adalah dalam praktik peradilan di Indonesia, talak tiga
yang diucapkan sekaligus seperti “Aku talak kamu tiga” hanya dihitung sebagai satu talak,
untuk melindungi keberlangsungan rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam Pasal 119
menetapkan bahwa talak tiga dalam satu majelis dianggap sebagai satu talak demi menjaga
keadilan dan menghindari kesewenang-wenangan. Ibn Taymiyyah mendukung pendapat
bahwa talak tiga dalam satu ucapan hanya dihitung satu, merujuk pada praktik Nabi SAW dan
masa awal Khulafa al-Rasyidin.

Kaidah Keempat

Jall, dgli 4 aledl, 8 3Llel

Artinya: “Penjatuhan talak yang disebutkan di masa lalu tetap berlaku saat ini.”

Kaidah ini bermakna bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak dengan menyebut
waktu lampau atau masa lalu, maka hukum talak itu tetap berlaku pada saat lafaz diucapkan,
bukan mundur ke waktu yang disebutkan dalam lafaz tersebut. Dengan kata lain, walaupun
suami mengatakan, misalnya, "Aku sudah menceraikanmu sejak dua hari yang lalu," maka
talak tersebut sebenarnya jatuh saat ucapan itu diucapkan, bukan dua hari yang lalu.

Hal ini penting untuk menentukan masa iddah dan konsekuensi hukum lainnya terkait
talak. Penegasan ini didasarkan pada prinsip dalam figh bahwa penjatuhan talak diikat oleh
lafaz dan niat saat pelafazan, bukan makna literal dari waktu yang disebutkan dalam lafaz.
Imam Ahmad bin Muhammad al-Zarga menegaskan bahwa waktu jatuhnya talak adalah saat
lafaz keluar, meskipun lafaz tersebut menyebutkan waktu lampau.

Wahbah al-Zuhaili juga menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa talak yang
diungkapkan dengan menyebut masa lalu tetap efektif pada saat pengucapan lafaz, dan tidak
mundur ke waktu yang disebutkan. Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan
bahwa "Sebaik-baik talak adalah yang paling cepat waktunya jatuh" menegaskan bahwa hukum
talak berlaku sejak lafaz itu keluar dan tidak mundur ke waktu sebelumnya.

Dalil kaidah:

Gl G salhad sl 28T 13 & e G ) ) el

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), maka ceraikanlah
mereka pada masa ‘iddah mereka dan hitunglah masa ‘iddah itu...” (Q.S At-Talag: 1).

Ayat ini menunjukkan pentingnya menghitung ‘iddah berdasarkan waktu jatuhnya talak

yang sah, yaitu saat lafaz talak dikeluarkan.
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Dalil dari Hadis:

Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda:

G g a8 gal < Lo DUall pd

Artinya: “Sebaik-baik talak adalah yang paling cepat waktunya jatuh. ”

Hadis ini menunjukkan bahwa talak berlaku saat lafaz itu keluar dan tidak bisa
dipindahkan mundur ke waktu yang disebut dalam ucapan talak. Hadis lain dari Ibnu Abbas
r.a, menjelaskan bahwa talak yang diucapkan sekaligus tiga kali tetap berlaku tiga kali, berlaku
saat lafaz, bukan mundur ke masa lampau. Pendapat Para Ulama:

Imam al-Nawawi

“menjelaskan bahwa penjatuhan talak terikat pada lafaz pelafazan, dan ucapan yang
menyebut masa lalu tidak mengubah waktu jatuhnya talak. ”

Ibnu Qudamah

“Lafaz talak yang mengandung penunjuk masa lalu tetap jatuh pada waktu pelafazan
lafaz itu sendiri, tidak berlaku surut.”

Karena hukum talak adalah hukum syariat yang terkait waktu pelafazan, bukan waktu
makna yang disebut, maka meskipun lafaz talak mengandung deskripsi masa lalu, hukum
jatuhnya talak tetap berlaku saat lafaz tersebut diucapkan. Hal ini sangat penting untuk
menentukan masa iddah dan status hukum pernikahan setelah talak.

Kaidah ini merupakan kaidah istinbatiyyah yang berasal dari pembahasan para ulama figih
dalam bab talaq, khususnya saat membahas lafaz-lafaz talak (sarih dan kinayah).

Dalam hukum Islam, talak dapat dijatuhkan dengan berbagai bentuk lafaz, salah satunya
dengan fi‘l madi (kata kerja lampau), seperti: "3l <ul" (Engkau telah tertalak).

Lafaz seperti ini dianggap sarth dan jatuh seketika, tanpa memerlukan niat tambahan. Oleh
karena itu, dijelaskan dalam kaidah ini bahwa talak dengan kata lampau berarti jatuh langsung
saat diucapkan.

Adapun contoh kaidah ini Jika seorang suami mengatakan “Aku telah menceraikanmu
kemarin” maka menurut kaidah ini, talak tetap berlaku saat itu juga jika ia mengakui pernyataan
tersebut. Talak ini dianggap sah, kecuali dibuktikan bahwa ia berbohong atau
menyampaikannya dalam konteks bercanda atau mengancam, dan tidak memiliki niat
menjatuhkan talak. Kaidah ini diterapkan dalam sidang pengesahan ikrar talak, di mana hakim
menilai niat dan kejujuran pelaku talak sebagai dasar keabsahan talak retroaktif.

Pengecualian kaidah ini Jika suami berkata, “Aku telah menceraikanmu minggu lalu”,
namun tidak ada saksi, bukti, atau pengakuan sebelumnya, maka talak tidak dianggap sah,

kecuali diakui secara lisan dan dibuktikan di pengadilan. Apabila ucapan itu diucapkan dalam
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kondisi terpaksa (ikrah) atau hanya sebagai candaan, maka menurut sebagian ulama seperti
dalam mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah, talak tersebut tidak jatuh. Dalam praktik peradilan
agama, pernyataan talak masa lalu tanpa bukti konkret dianggap sebagai pernyataan bohong

dan tidak memiliki kekuatan hukum.

4 KESIMPULAN

Kajian terhadap kaidah-kaidah istilah talak dalam Qawaid Fighiyah menunjukkan
bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum Islam memberikan landasan normatif yang jelas dalam
pelaksanaan talak agar terhindar dari ketidakpastian dan perselisihan hukum.

kaidah Pertama yang berarti talak tidak boleh diperlakukan secara terpisah. Kaidah kedua
menyatakan bahwa tempat pelaksanaan talak adalah di mana terikatnya akad nikah, mengacu
pada ketentuan bahwa hukum talak mengikuti tempat terjadinya akad nikah. Kaidah ketiga
menegaskan bahwa apabila talak dijatuhkan dengan menyebut jumlah tertentu, maka talak
tersebut berlaku sesuai jumlah yang disebut. Kaidah keempat menjelaskan bahwa pelaksanaan
talak yang terjadi di masa lampau tetap dianggap berlaku sejak saat itu juga, bukan baru berlaku
ketika diketahui atau diakui saat ini.

Secara keseluruhan, kaidah-kaidah ini membentuk fondasi yang kokoh bagi pengaturan
talak yang tidak hanya berlandaskan teks dan dalil, tetapi juga mempertimbangkan aspek
kepastian hukum, kemaslahatan keluarga, dan penghindaran fitnah dalam masyarakat. Studi
mendalam atas kaidah-kaidah ini sangat penting dalam konteks pengembangan hukum
keluarga Islam modern agar harmonisasi antara syariah dan kebutuhan hukum kontemporer

dapat terwujud secara optimal.
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